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Abstract
Pawning is defined as non-bank financial institatid®®owning orients in case of

money leasing servise with moved thing as the firguarantee. The most essential
aspect of pawning right is that the thing guaraniedhold by pawning service
provider, but it is not. To be abused, inspite eihly a guarantee on the money loan
payment from the pawner to the pawning serviceigesy Company keeps the thing
guaranted always with accordance of good intentam the reason. The thing
guaranted from the pawning agreement is not knoythé powning service provider
where the thing comes fro, even the things is fgointhem criminal action. In fact
when the requements of powning are accomplisheel.p@lwner will easily get the
pawning service. It is in deal with the section 1@5tse (1) of court of justice
regulation. It is agreed that whoever comes for piang through bringing the thing
guaranted to be pawned is considered as the alesoluner of the thing.

Key word : legal consequence-pawning-assurance-agreement

A. Pendahuluan

Perbedaan taraf hidup suatu negara bangsa semeksa pada saat bangsa
itu mulai membutuhkan aneka rupa barang bagi keidoya, khususnya yang
menyangkut pangan, sandang, papan/tempat tinggallaih-lain. Untuk itulah
sejak zaman dahulu umat manusia sudah berusahanfeaatkan sumber daya
alam yang ada di wilayahnya untuk memenuhi kebutufidupnya.® Setiap
orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuharphyay baik itu kebutuhan
pokok, maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorpadga saat tertentu
membutuhkan dana untuk kepentingan mende@akent) sedangkan dia
kekurangan dana, maka salah satu jalan dengammaranjam uang atau utang

! Bachrawi SanusPengantar Ekonomi Pembangun#. Rineka Cipta, Jakarta:2009, him. 1.



untuk memperoleh tambahan uang. Negara mempunyange penting dalam
penentuan cara-cara pemberian kesempatan kretitestbaga-lembaga kredit.
Adapun lembaga — lembaga kredit bertujuan untuk pggmudah pemenuhan
kebutuhan dalam masyarakat, sehingga dibentukladbdga perkreditan, baik
yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, datemtuk bank maupun
nonbank. Adapun lembaga —lembaga keuangan Bankt dhklarifikasikan
menjadi : Bank Indonesia, Bank Umum, Bank PerkaediRakyat (BPR).
Lembaga keuangan non Bank seperti : Asurafissurance) Pegadaian
(Pownshop) Dana Pensiuna(Pension Fund) Reksa Dandlnvestment Fundl)
Bursa EfekStock Exchangé)Salah satu lembaga keuangan nonbank yang ada di
Indonesia adalah Pegadaian, yang bergerak dibigeagpenyaluran pinjaman
uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadaind@ngaan benda bergerak.
Perjanjian kredit antara PT. Pegadaian dengan ipemdiredit dituangkan dalam
Surat Bukti Kredit (SBK). Pada saat perjanjian ditandatangani maka benda
gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada PT.

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjiaang di samping kata
sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (pergerébkuasaan atas barang
gadai). Dalam hal ini yang bertindak sebagai ktgdilalah Pegadaian. Di dalam
perjanjian tersebut, akan ditentukan beberapa Ulddgusul yang memuat
kesepakatan mengenai hutang piutang antara de@éor kreditur. Apabila
pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat padktumya, maka penerima atau
pemegang gadai yang bertindak sebagai krediturakeuintuk menjual barang
gadai sebagai pelunasan dari pinjaman kredit tateb

Pada PT. Pegadaian telah terjadi suatu permasajaliitaradanya barang
jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan, rtsepencurian dan
penggelapan sebagai jaminan gadai, sehingga tgugdintutan dari pemilik
sebenarnya kepada pihak Pegadaian.

Pada kasus yang terjadi di UPC Pegadaian Gurun d.d@e$a Padang,
pelaku melakukan pencurian terhadap 5 (lima) bwhigsan, yang 3 (tiga) buah
diantaranya telah di gadaikan di UPC Gurun Lawaskadang. Dalam perkara
ini, terhadap tersangka yang bernama Hendrik Azbkh dilakukan proses
persidangan di Pengadilan Negeri Padang. hasilpladsan tersebut, Hendrik
Azhar sebagai terdakwa diputuskan telah terbultarse sah dan meyakinkan
terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencudemgan Pemberatan dalam
Pasal 363 Jo 362 KUH Pidana dan dijatuhkan hukypidana penjara selama 4

2 http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.htdikkses, tanggal, 27 oktober 2012.

% Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniatiembaga Keuangan dan PembiayaBf, Citra
Aditya Bakti, Bandung :2000, him. 17.

* Gunawan Widjaya dan Ahmad Yar8eri Hukum Bisnis Jaminan FidusiBT.RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2001, him. 88.



(empat) bular. Terkait dengan hal ini, dengan adanya ketentusalPE977
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa barang siapa wemnpuasai benda
bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

Dengan demikian, pegadaian sebagai pemegang gaapirhemiliki hak
gadai meskipun pemberi gadai bukan orang yang Imemge untuk itu. Apabila
benda gadai hasil kejahatan masuk ke pegadaigpi telak ada laporan dari
pemilik sebenarnya, maka perjanjian gadai berlamgsiseperti biasa.
Permasalahan akan timbul jika pemilik sebenarnyaddegadai menuntut
pengembalian benda itu dan Pegadaian melapork®oli® atau adanya laporan
pemilik barang yang sebenarnya kepada Kepolisiaakavpemilik benda gadai
yang merasa kehilangan, dapat menuntut kembalisbgadai miliknya yang
telah digadaikan oleh orang lain ke pemegang géstagan memperhatikan batas
waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayatK{Zf)iPerdata yang
menentukan bahwa :

“Namun demikian, siapa kehilangan atau kecuriameaesbarang, di dalam
jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hglaya atau dicurinya barang
itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yarigngi atau dicuri itu
sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tanganayketemukan barangnya,
dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakainguntuk minta ganti
rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barandagi pula dengan tak
mengurangi ketentuan dalam Pasal 582"

Dalam hal ini maka kedudukan barang jaminan yangupakan barang
hasil kejahatan di anggap sah apabila tidak adatamdari pemilik barang yang
sebenarnya. Sedangkan jika adanya tuntutan atawalaplari pemilik barang
sebenarnya kepada pihak yang berwajib dalam jamgkdu kurang dari tiga
tahun terhitung sejak hilangnya barang terseblarbarang jaminan yang sudah
menjadi jaminan dalam perjanjian gadai, tidak lagenjadi objek dalam
perjanjian gadai. akibatnya perjanjian gadai merpadanjian batal demi hukum
sesuai Keputusan hakim, barang jaminan tersebkatntialikan kepada pemilik
barang sebenarnya sedangkan pinjaman kredit ydah @ berikan pihak
pegadaian adalah menjadi kerugian dari pihak pegad&ersebut, tetapi
sebelumnya perjanjian gadai sudah dilakukan selmgan prosedur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik unt@kagangkat judul dari
penelitian ini yaitu :

"Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Yang Barangaminan Berasal
Dari Hasil Kejahatan (Studi Kasus Di PT. PegadaigRersero) Cabang Gurun
Lawas Kota Padang Dengan Pemberi Gadai)”

® hasil wawancarg Rusitawaty, SDM UPC Gurun Lawas, pada hari Séramggal 19 November
2012



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian gadagy yilakukan oleh PT.
Pegadaian (Persero) dengan pemberi gadai yanggogmaman berasal dari
hasil kejahatan yang dilakukan antara PT. Pegad&ersero) cabang Gurun
Lawas Kota Padang dengan pemberi gadai ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap barangaanyang berasal dari
hasil kejahatan ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Jaminan
Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada wredihtuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenelwakban yang dapa
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatdukum jaminan adalah
perangkat hukum yang mengatur tentang jaminanpileak debitur atau dari
pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kredtau pelaksanaan suatu
prestasi®
Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagainagkenal
dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolongkan méncata terjadinya ,
menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewgaanmenguasai dan
lain-lain sebagai berikuf :
a) Jaminan yang lahir karena undang-undang dan pean;
Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ial@amgn yang adanya
ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjangiamn para pihak
yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yemgentukan bahwa
semua harta benda debitur baik yang bergerak malpuoda tetap, baik
benda yang sudah ada maupun yang masi akan adadin@minan bagi
seluruh perutangah.
b) Jaminan umum dan jaminan khusus
Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangadang-undang
memberikan jaminan yang tertuju terhadap semuaitkregin mengenai
semua harta benda debitur.
c) Jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan
Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan lyamngpa hak mutlak
atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri : noeygs hubungan

6 http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukumijeam-pengertian-dan-macam-macam-

jaminan/, diakses, tanggal, 25 oktober 2012

’Sri soedewi masjchoen sofwarukum jaminan di Indonesigokok-pokok hukum jaminan, dan
jaminan perorangan liberty, Yogyakarta :1980, him. 43.

® Ibid.

° Ibid.



langsung atas benda tertentu dari debitur dapartdipankan terhadap
siapapun, selalu mengikuti bendanydroit de suite) yang dapat
diperalihkan (contoh : hipotik, gadai dan lain-Jaih

d) Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak
Penggolongan atas benda yang penting menurut sistdomm perdata
yang berlau kini di Indonesia adalah penggolongas adenda bergerak
dan benda tidak bergerak.

e) Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa mangeadanya
Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untulgapesnan
pembayaran kembali kredit yang diberikan dapat jddsedakan atas
jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan mengapa
menguasai bendanya misalnya pada gamaid,pledge)hak retenst?

2. Gambaran Umum Tentang PT. Pegadaian (Persero)

Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yeangpakan
salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang dipéiartwntuk masyarakat
luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan ddaa daaktu segera.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutubdentu terutama yang
sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan ana& pa@l tahun ajaran,
biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena lmahsibiaya pengobatan
keluarga yang sakit, dan lain-iain. Lembaga PendaiayPegadaian dibentuk
oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundarengad™

Untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitasaka sejak April
1990 status hukum Perusahan dialihkan menjadi Beaas Jawatan (Perjan)
menjadi Perusahaan Umun (Perum) melalui Peratuearefntah Nomor : 10
Tahun 1990 (lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : Kethudian diubah
lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pegadaiasgi®grdalam PP No. 55
Tahun 20123
Adapun kegiatan usaha pegadaian pada umumnya mellphal yaitu,
penghimpunan dana dan penggunaan dana, yaitu :

a. Penghimpunan Dan@unding product)
b. Penggunaan dana

Adapun kegiatan lain dari pegadaian selain penghing@ana dan penggunaan
dana adalaf?;

* Ibid, him. 46.

" Ibid, him. 48.

2 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniatip.cit, him. 105.

Y PT. Pegadaian (Perserop.cit, him. 2.

4 Susilo Y. Sri, Sigit Traindaru dan A. Totok BudirBosoBank Dan Lembaga Keuangan Lain,
Salemba Empat, Jakarta : 2000, him. 181



a) Usaha Jasa Titip
Jasa titipan adalah fasilitas semacaafe deposite box¥yang ditawarkan
oleh pegadaian kepada masyarakat dengan maksu# omlindungi
surat-surat atau barang-barang berharga bila paydli meninggalkan
rumah dalam waktu lama atau menghendaki perlindungag lebih
aman untuk surat-surat atau barang-barang berhaligaya.
b) Usaha Jasa Taksiran/Sertifikat
Jasa taksiran ditawarkan oleh Pegadaian kepadaanasgy dengan
maksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkpamalsuan para
penjual barang-barang perhiasan emas permata. pirsgmtu, jasa
taksiran juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakag yagin mengetahui
kualitas-kualitas barang perhiasannya.
c) Galeri 24 ( Toko Emas Pegadaian)
Galeri 24 menyediakan perhiasan emas dengan lagiitag benar dan
desain perhiasan yang modern. Usaha ini dimaksudikark melindungi
masyarakat dari pada pedagang emas yang menjua &dak sesuai
dengan kadar yang sebenarnya.
d) Usaha Persewaan Gedung
Usaha persewaan gedung adalah upaya pemantssteisecara optimal.
Gedung bersejarah bekas Kantor Pusat Pegadaiaahdsaiolemikian rupa
menjadi Auditorium Kantor Pusat
PT. Pegadaian Cabang Gurun Lawas Kota Padang nkarupalah
satu cabang perusahaan dibawah lingkup PT. Pegad@exrsero) Kantor
Wilayah Pekanbaru. Kantor Cabang adalah ujung t&mbperasional
Pegadaian yang merupakan unit penghasil perusaBa&gara organisatoris
Kantor Cabang bertanggung jawab pada Kantor Wilaia&tunjuk-petunjuk
fungsional diperoieh dari Direktorat terkait di kanPusat dan dapat juga
diperoleh dari Kantor WilayaH®
Struktur organisasi Kantor Cabang ditetapkan di@mtor Pusat sesuai
dengan klarifikasinya. Klarifikasi Kantor Cabangdie dari :
a) Kantor Cabang Kelas |
b) Kantor Cabang Kelas II
c) Kantor Cabang Kelas lli

1) Penggolongan Barang Jaminan
Barang-barang yang dapat diterima sebagai jamireataigadalah sebagai
berikut:
a) Kain, seperti : bahan pakaian, kain, sarung,sprebal.
b) Barang perhiasan seperti : emas, perak, platimaaibebatu mulia

Hasil Wawancara,Rusitawaty, SDM UPC Gurun Lawas, pada hari Séramggal 19
November 2012.
18 bid.



2)

c) Kendaraan seperti : mobil, sepeda motor, sepeda
d) Barang rumah tangga, seperti : perabotan rumalgysaegektronik

Sedangkan barang-barang yang tidak dapat dijadi€bagai barang jaminan
gadai adalah :

a) Barang-barang milik pemerintah, seperti : senjgta aenjata tajam,
pakaian dinas, perlengkapan ABRI dan pemerintah

b) Barang-barang yang mudah busuk, seperti : makamanman, tembakau

c) Barang-barang berbahaya dan mudah terbakar, seqmeetk api, petasan,
bensin, tabung berisi gas, minyak tanah

d) Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti : bgraurbakala, barang
historis

e) Barang yang dilarang peredarannya, seperti : gapjam, madat, heroin,
senjata api dan sejenisnya.

f) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar tetajakairannya, seperti :
lukisan dan buku.
Barang-barang lainnya, seperti : barang yang dismiikan, barang yang
di peroleh melalui hutang dan belum lunas, baratigah sementara
(konsinyasi), barang yang tidak diketahui asal mgl barang-barang
bermasalah (barang curian,penggelapan, penipuan, dI

Penggolongan Kredit, Tingkat Sewa Modal dan Biagankistrasi

Pemberian kredit adalah pemberian pinjaman (kretiitam jangka
waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukunm dmadgan persyaratan
tertentu yang telah ditetapkan oleh Perusahaanalidhs menyelesaikan
pinjamannya kepada perusahaan (pegadaian) sebagabep pinjaman
(kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjadan membayar sewa
modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Uangjanpan
dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni golongaB,&, dan D.

Table 1.1I
Gol Uang pinjaman Sewa Biaya administrasi
(per SBK) modal per
15 hari
A | Rp.50.000 — Rp. 500.000 0,75 % 50.000-5000.0Q0G69
B Rp.505.000-Rp. 1,15% 505.000-1.000.000 = 8000
5.000.000 1.100.000-2.500.000 = 15000
2.505.000-5.000.000 = 20000
C | Rp.5.100.000- 1,15% 5.100.000-10.000.000 = 40000
Rp.20.000.000 10.100.000-15.000.000 =
60000




15.100.000-20.000.000 =
100.000
D Diatas 20.000.000 1% Diatas 20.000.000 = 100.000

Sumber : UPC Gurun Lawas Kota Padang

3. Tinjauan Tentang Gadai
Menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata :

" Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseoratui erpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oletargederhutang atau
seorang lain atas namanya dan yang memberikan $a¥fmakepada si
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari lprdarsebut secara
didahulukan daripada orang-orang berpiutang laidgyagan kekecualian biaya
untuk melelang barang tersebut dan biaya yang teli&kluarkan untuk
menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, W& mana harus
didahulukan”

a) Perjanjian Gadai
Suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdgsag

menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana asahg atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebélapun syarat sah dari

perjanjian diatur dalam Pasal 1320 yang terdiri eiampat syarat yaitu®’

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) Suatu hal tertentu,

4) Suatu sebab yang halal.

Adapun asas- asas dari hukum perjanjian addfah :

1) Asas Konsensualisme
Berasal dari kataconsensusyang artinya adalah sepakat. Asas ini
mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudair Eau ada saat
tercapainya kesepakatan antara para pihak yangadakan perjanjian.
Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikadlsspat tercapainya kata
sepakat mengenai pokok perjanjian antara para mlhakidak diperlukan
formalitas tertentu. Asas ini dapat disimpulkan adal Pasal 1338
KUHPerdata yaitu dari perkataan “yang dibuat sesald.

2) Asas Kebebasan Berkontr@ontract vrijheid)
Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan ianpen. Asas ini dapat
disimpulkan dalam perkataan’semua perjanjian” dalammusan Pasal

' Maryati Bachtiarhukum perikatanFakultas Hukum Universitas Riau: 2009, him.45.
18 :
Ibid.



b)

3)

4)

5)

1338 ayat (1) KUHPerdata yang memberikan pengefbamva setiap
orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian
Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjigacta sunt servanda)
Asas ini berkenaan dengan akibat dari perjanjiamasAkekuatan mengikat
perjanjian dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 8138/at (1)
KUHPerdata dari perkataan “berlaku sebagai undawigiug bagi mereka
yang membuatnya”.
Asas itikad baiKtegoeder trow)
Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjisas Aikad baik dapat
ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yaegyatakan
bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengaaadl ibaik. Asas itikad
baik dapat dibedakan menjadi dua yaitu asas itikatk dalam arti
subjektif dan asas itikad baik dalam arti objektif.
Asas kepribadian
Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjiamitu ynenerangkan
pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjissas kepribadian
diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata jo Pasal 1348 R&tdata.

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjisaang di samping kata

sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (pergedatkuasaan atas barang
gadai). Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditdalah Pegadaian. Di
dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan bebekd@asul-klausul yang
memuat kesepakatan mengenai hutang piutang anehiturddan kreditur.
Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepeda waktunya, maka
penerima atau pemegang gadai yang bertindak sekiasghiur berhak untuk
menjual barang gadai sebagai pelunasan dari pinj&nealit tersebut?

Subjek dan Objek Gadai
1) Subjek Gadai

Sebagaimana halnya dengan perjanjian — perjargi@mman pada
umumnya, jika seseorang membuat suatu perjanjida rs@benarnya di
dalamnya terkandung dua jenis perjanjian. Pertadaah perjanjian
hutang — piutang uang (sebagai perjanjian pokoR)ydag kedua adalah
perjanjian jaminan yang besifaiccessoir Subjek dari masing-masing
perjanjian tersebut ada dua. Dalam perjanjian pakdijeknya adalah
pihak kreditur dan pihak debitur. Kreditur adalahak yang memberi
utang (pihak berpiutang), sedangkan debitur adatamiak yang
berhutang. Pemberi jaminan adalah pihak yang mésmkeal
(memberikan jaminan) dan pemegang jaminan adaldfakpiyang
menerima jaminan.

¥ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yaop.cit, him. 88.



2) Objek Gadai
Objek dari gadai adalah segala benda bergerak, pailg

bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dtlidalam Pasal 1150
jo 1152 ayat (1), 1152 bis dan 1153 KUHPerdata. iNabenda bergerak
yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapatddidkan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, objek yangatalijadikan gadai

melipuuti semua benda- benda bergerak yang telaliri:

1) Benda bergerak berwujud

2) Benda bergerak yang tidak berwujud yang meliputik hantuk
mendapatkan pembayaran uang, dapat berupa sutat-psutangaan
toonder(kepada si pembawagan order(atas tunjuk), danp naam(atas
nama)>°

c) Terjadinya Gadai
Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratgersyaratan yang

ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadakada dasarnya hak
gadai diletakkan dengan membawa benda gadai dibkelalasaan kreditur
atau dibawah kekuasaan pihak ketiga atau dengardatdapat disimpulkan
bahwa terjadinya gadai adalah dengan adanya pdmyeraPengertian
penyerahan atadeveringada dua macam , yaittt :
1) Penyerahan yuridig/uridiche levering)
2) Penyerahan nyatée(telijke ievering

d) Berakhirnya Gadai
Hak gadai dalam prektek gadai berakhir dengan ad&ay — hal tersebut di
bawah 2
1) Karena hapusnya perikatan pokok
2) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegaiag g
3) Karena musnahnya benda gadai
4) Karena penyalahgunaan benda gadai
5) Karena kreditur melepaskan benda gadai secaraedakar
6) Karena pelaksanaan eksekusi

2 Sri Soedewi Masjchoekjukum Perdata, Hukum Bendaberty, Yogyakarta: 1981, him. 98.

1 Hartono Hadisuciptqyokok —pokok hukum perikatan dan hukum jamihiverty, Yogyakarta
1981, him. 21.

22 Titin Aprilia, “Tinjauan Yuridis Mengenai Tangguntawab PT.Pegadaian (Persero) Terhadap
Barang Jaminan‘Tesis,Program PascaSarjana Universitas Diponogoro, Sexya2803, him. 34.
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D. Pembahasan
1. Akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang dilakukan oleh PT.
Pegadaian (Persero) dengan pemberi gadai yang bargjaminan berasal
dari hasil kejahatan yang dilakukan antara PT. Pegdaian (Persero)
cabang Gurun Lawas Kota Padang dengan pemberi gadai

Salah satu hal yang menyebabkan perjanjian gaday giakukan
antara pemegang gadai dengan pemberi gadai di kamudari timbul
permasalahan, karena kurangnya prinsip kehatishatlalam mengenal
pemberi gadai sehingga dapat berakibat tidak sapeyanjian gadai baik
karena tidak terpenuhinya unsur subjektif atau vosjektif. Sebaiknya ada
beberapa hal yang harus dipahami oleh pemberi destdia melakukan
perjanjian pegadaian misalnya tentang proseduame&pn gadai yang dapat
penulis uraikan berdasarkan penelitian di PT. Paigad(Persero) Cabang
Gurun Lawas Kota PadangPerjanjian diatur dalam|P&E8 KUHPerdata
yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan sanarang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau leBérjanjian gadai yang
dilaksanakan oleh PT. Pegadaian dengan pemberti tgéala terpenuhi sesuai
dengan prosedur yang telah ditentukan. Permasati@amtimbul jika adanya
tuntutan dari pemilik barang jaminan yang seberaraas barang jaminan
yang menjadi objek gadai. Hal ini menyebabkan se¢arkum tidak ada
objek gadai dalam perjanjian gadai tersebut, seaingerjanjian gadai
menjadi batal demi hukum, karena syarat objektiftigak terpenuhi yaitu
barang jaminan tersebut merupakan barang hasilhdgja yang harus
diproses oleh hukuf?.
contoh kasus :

Pada tanggal 2 Januari 2012 seorang nasabah beHemdak Azhar
datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) CabanghGawas Kota Padang
dengan maksud untuk meminta kredit gadai. Nasabedeliut membawa
barang jaminan berupa 3 (tiga) buah cincin dengadeinyang bermacam-
macam seperti satu buah cincin model rotan ukikdrét berat 0,56 gram ,
satu cincin bakung ukir terawang 19 karat 3,31 gisatu cincin model kura-
kura mata kaca 16 karat berat 3,15 gram yang dkmu&ke UPC Gurun
Lawas Padang sesuai dengan Surat Bukti Kredit sdryganuari 2012 Gol
CK No. 00002, dalam Surat Bukti Kredit.Diperolelantaksiran sebesar Rp.
2.424.071,- dan selanjutnya berdasarkan nilai aksiitu, nasabah
memperoleh uang pinjaman sebesar Rp. 2.240.00@&rmiliR barang
sebenarnya dari barang yang digadaikan Hendrik Azbesebut adalah
bernama Rocky Nofri yang melaporkan kepada Kepolisielah terjadi
Pencurian di rumahnya ke Kapolresta Padang dengparan Polisi No. Pol :
LP/05/K/1/2012/Sektor Timur, Tanggal 1 Januari 2@d2tang Tindak Pidana

2 Hasil Wawancardoc.cit UPC Gurun Lawas,
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Pencurian yang terjadi pada hari Minggu, 1 Jan2@ti2 pada pukul 16.30

WIB bertempat di JI. Komplek Filano Jaya | Blok EEB3 Kelurahan Kubu

Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur KotaarRadPihak

kepolisian kemudian membuat surat permohonan rasitak dapat menyita

barang jaminan yang ada di Pegadaian Dan harugpemdstapan terlebih
dahulu dari Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini,ypaan dilaksanakan
berdasarkan surat penetapan dengan No : 7/P.lIiIB2QP2/PN. PDG. Pada
penyitaan tersebut di perintahkan pada 3 orangigi&nyari Kepolisian yang
terdapat pada Surat Perintah Penyitaan No.Pol :S8R/01/1/2012/Sektor

Timur, yaitu AIPTU. Yanuar , Brigadir. Ekidoviadsrigadir. Nasrullah.SH.

Sementara dalam kasus ini, Hendrik Azhar meminjamgudi PT.
Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas sebesarZ40.000,- dan uang
tersebut telah digunakan oleh tersangka dan sisiapiigaman tersebut
sebesar Rp. 1.400.000,- dan dikembalikan pada pgegadaian. Dalam
perkara ini, pihak pegadaian telah mengalami karugarena pinjaman kredit
yang dipinjam oleh tersangka yang sebesar Rp. 20@03 Selanjutnya pada
persidangan di Pengadilan Negeri Padang, PutusanMigelis Hakim
menyatakan terdakwa Hendrik Azhar telah terbuktcas®e sah dan
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pad&encurian dengan
Pemberatan dalam Pasal 363 Jo 362 KUH Pidana gathgpat dalam Petikan
Putusan Nomor : 119/P1D.B/2012.PN.PF6.

Dalam proses persidangan, ada kemungkinan pertapgganyaan
yang diajukan oleh Majelis Hakim kepada pihak Pegad mengarah pada
kemungkinan adanya perbuatan penadahan yang dilakoleh Pegadaian.
Dalam hal ini pihak Pegadaian menjelaskan bahwiai qaexbuatan dikatakan
penadah apabila terpenuhi unsur-unsurnya, yaita padt menerima barang
gadai telah diketahuinya bahwa barang tersebutagledari hasil kejahatan.
Sedangkan yang terjadi di Pegadaian adalah bahwia paat barang
digadaikan, nasabah telah memberikan penjelasanunpdkan bukti
kepemilikan dan memberikan pernyataan, sehinggad2egn berkesimpulan
bahwa barang tersebut adalah milik nasabah bersemgkDengan demikian,
maka pegadaian tidak dapat disebut sebagai penBddh. Pegadaian dalam
pemberian kredit gadai, ukuran itikad baik menjadttor penting dalam hal
perjanjian gadai antara pihak yang berhutang dag yerpiutang. Di dalam
hukum perjanjian itikad baik mempunyai dua pengertjaitu :

a) Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu kejujuraneseorang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yangta&rlpada sikap
batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hulddoran itikad
baik dalam arti subjektif ini diatur dalam Pasal 8uku 1| KUHPerdata

b) Itikad baik dalam arti objektif, yaitu pelaksanasumtu perjanjian harus
didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarasbiniHiapat dilihat

** bid.
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dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana hakiberckan suatu
kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjenjaggan sampai
pelaksanaannya tersebut melanggar norma-normackapatan keadilan.

Pada Pegadaian untuk menerima barang jaminan eanbgri gadai
tidak mempersalahkan mengenai asal barang gadabtdr karena adanya
itikad baik pihak pegadaian dalam penerimaan lgajaminan. Itikad baik
disini berupa itikad baik secara objektif yaitu atal pelaksaan perjanjian
harus didasarkan pada norma kepatutan dan keadiaka siapa saja yang
datang ke Pegadaian dengan membawa barang jamiaaggdp sebagai
pemilik sebenarnya sesuai dengan ketentuan PaZ@l KOHPerdata yang
menyatakan barang siapa yang menguasai barangajardianggap sebagai
pemiliknya, tetapi dalam kasus ini ternyata terjpdnuntutan atas barang
jaminan oleh pemilik barang sebenarnya bahwa bajangnan tersebut
merupakan barang hasil kejahatan, sehingga pemagjdai tersebut dapat
dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Keputtisdim yang telah
ditentukan

Berdasarkan hasil Putusan Hakim dalam Petikan Boutddomor :
119/PID.B/2012.PN.PDG pada kasus ini, maka akibakuim terhadap
perjanjian gadai yang barang jaminan nya beragalhdail kejahatan, maka
perjanjian gadai tersebut batal demi hukum karétek tterpenuhinya salah
satu dari syarat perjanjian tersebut. Timbulnyajapgan gadai, pada
prinsipnya telah sesuai dengan syarat sah pemapgag diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata yang menyatakan:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak digu le
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Adapun syarat sah perjanjian terbagi atas dua bagtu syarat
subjektif dan syarat objektif, syarat subjektif ipeti adanya kesepakatan
para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu panasedangkan syarat
objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yaaigl.

Salah satu syarat subjektif pada perjanjian adatmya kesepakatan
antara kedua belah pihak. Dasar hukum tentang &katgn termuat dalam
Pasal 1321 KUHPerdata berbunyi :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu dimerkarena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. *

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudankdhendak
dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenaiyapg mereka kehendaki
untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakankgpan harus
dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakgmijpsr tersebut>

%5 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&erikatan Yang Lahir Dari PerjanjianRajawali Pers,
Jakarta: 2003, him 94
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Dalam kasus ini, syarat sah perjanjian berupa leds¢pn para pihak
telah terpenuhi karena ketika pemberi gadai yaigendidik Azhar telah
bersedia memenuhi syarat perjanjian dan menyeralilaang sebagai
jaminan berupa 3 (tiga) buah cincin dengan modalyyl@ermacam-macam
seperti satu buah cincin model rotan ukir 14 kaemait 0,56 gram , satu cincin
bakung ukir terawang 19 karat 3,31 gram, satu cinedbdel kura-kura mata
kaca 16 karat berat 3,15 gram, kemudian pihak pangegadai yaitu PT.
Pegadaian (Persero) menyetujui dengan memenuhiatsypegadaian
berdasarkan peraturan operasional yang dibuat mg¢gladaian maka kedua
belah pihak telah melakukan kesepakatan.

Kemudian syarat subjektif pada perjanjian yang kedadalah
kecakapan untuk berindak dalam hukum merupakaramem yang sah
diantara para pihak. Ketentuan Pasal 330 KUH Pardatsebut memberikan
arti yang luas mengenai kecakapan bertindak datdmrh, yaitu 2°
1) Seorang baru dikatakan dewasa jhika ia

a) Berumur 21 tahun

b) Telah menikah

2) Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindaknyardalakum diwakili

oleh

a) Orang tuanya, dalam hai anak tersebut masih bedidawah
kekuasaan orangtua

b) Walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berdi#an kekuasaan
orang tuanya.

Pada kasus ini, jika dilihat dari makna kecakapardéisarkan pasal
330 KUHPerdata maka, pihak yang melakukan perjargtas nama Hendrik
Azhar sebagai nasabah telah memenuhi syarat kearakajpena telah berusia
26 tahun sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. Kemuthlam prosedur
operasional perjanjian gadai, pemberi gadai biasamgmeriksa kondisi
kesehatan dan jasmani pemberi gadai untuk memekedakapan untuk
melaksanakan perjanjian gadai, pemberi gadai ya#endrik Azhar
dinyatakan bahwa kondisi kesehatan dan jasmani kaikingga dapat
dinyatakan cakap untuk melaksanakan perjanjianigada

Adapun yang menjadi syarat objektif pada perjangidalah suatu hal
tertentu dan sebab yang halal. Adapun yang dimaksatu hal atau objek
tertentu dalam Pasal 1320 BW syarat ketiga adatabtasi yang menjadi
pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk m&rkan sifat dan luasnya
pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban panakp Pernyataan-
pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat das kewajiban para pihak
adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Dalansukayang sudah
dijelaskan dalam pembahasan ini sudah terpenuhitentdgntu atau objek
tertentu yang terangkum dalam Pasal 1333 BW yamgeraegkan : bahwa

2 pid, him 127
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suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa sbatang yang paling
sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu Kigeerlu pasti, asal saja
jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitéihg.

Pada kasus ini, sudah jelas bahwa barang jaminag geadaikan
telah memenuhi unsur objektif yaitu objek atau testentu, karena barang
yang digadaikan berupa 3 (tiga) buah cincin dengadel yang bermacam-
macam seperti satu buah cincin model rotan ukikdrat berat 0,56 gram,
satu cincin bakung ukir terawang 19 karat 3,31 gisatu cincin model kura-
kura mata kaca 16 karat berat 3,15 gram yang dima&e UPC Gurun
Lawas Padang.

Unsur objektif yang juga penting dalam proses pgga adalah kausa
yang halal. Pengertian kausa atau sebab sebaagatimaaksud Pasal 1320
BW syarat 4, harus dihubungkan dalam konteks PEZ2H dan 1337 BW.
Meskipun undang-undang tidak memberikan penjelasangenai apa yang
dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang didkaks disini
menunjuk pada adanya hubungan tujuan yaitu, apg yemjadi tujuan para
pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendedpdi para pihak pada
saat penutupan kontrak.

Pengertian kausa hendaknya dibedakan dengan pangausa pada
Pasal 1365 BW. Pengertian kausa pada Pasal 136%ddh ssebab atau
penyebab menimbulkan kerugian.

Berdasarkan dua Pasal diatas, suatu kontrak tideknpunyai kekuatan
hukum yang mengikat (batal), apabila kontrak teuseB
Tidak mempunyai kausa
Kausanya palsu
Kausa bertentangan dengan Undang-Undang
Kausa bertentangan dengan kesusilaan
Kausa bertentangan dengan ketertiban umum

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan kasu®ahwa barang
jaminan yang dijadikan objek gadai pada perjangadai yang merupakan
perjanjian pokok, adalah barang yang berasalkdgahatan yaitu pencurian,
yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengatang-Undang
sehingga mengakibatkan perjanjian gadai tersetdak tnempunyai kekuatan
hukum yang mengikat (batal). Dalam perjanjian gagang menjadi
perjanjian pokok ialah perjanjian pinjam uang daak lgadai merupakan
perjanjian tambahaaccessoir)Dengan demikian hak gadai akan hapus jika
perjanjian pokoknya hapus.

akrwpnpE

?” Agus Yudha Hernokdiukum Perjanjian Asas Propoposionalitas dalam KaktKomersia|
Prenada Media Group :2010, him 193

*% |bid, him 194

?% |bid, him 197
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2. Kedudukan Hukum Terhadap Barang Jaminan Yang BerasaDari Hasil
Kejahatan

Perjanjian gadai dan hak gadai yang telah batal Hakum karena
tidak terpenuhinya unsur objektif yaitu kausa ydwadpl pada kasus diatas,
mengakibatkan barang jaminan yang di jadikan obgt#tai khususnya yang
berasal dari kejahatan berubah kedudukan hukumnya.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti di PT. PagadéPersero)
dengan Pemberi gadai yang memberikan barang jarbiampa barang hasil
kejahatan yaitu pencurian yang telah diproses miejalur hukum yang
mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bend@asaputusan
Pengadilan dengan Petikan Putusan Nomor : 119/2D1R.PN.PDG.
Dalam hal ini, kedudukan hukum PT. Pegadaian barllas Putusan Hakim
yang terkait dengan objek perjanjian gadai, makealpiPegadaian harus
merelakan barang bukti diserahkan kepada pemilirigasebenarnya. Dalam
hal ini, bahwa Pegadaian mengalami kerugian kavarang gadai keluar dari
kekuasaan pemegang gadai sebelum adanya pelunasait kadai.
Ketentuan Pasal 1152 ayat (3) menjelaskan bahwagad&i hapus apabila
barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

Berdasarkan Putusan Hakim, dengan adanya keteRasel 1977
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa barang siapa ry@mguasai benda
bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Berdasark&entuan itu, maka
pegadaian menganggap bahwa siapapun yang datapggkeaian dengan
membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah gaebaemilik
sebenarnya dari barang tersebut. Tetapi jika tegaduntutan kepada oleh
pemilik barang yang sebenarnya seperti yang terjgatia kasus PT.
Pegadaian Gurun Lawas Kota Padang, barang jamieebut terbukti
barang hasil kejahatan maka nasabah yang menggadb&ang jaminan
tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidaeacyrian pemberatan
dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan depg#ama penjara selama
4 (empat) bulan yang terangkum dalam Petikan Patuséomor
119/PID.B/2012.PN.PDG.

Berdasarkan Putusan Hakim, dengan adanya keterfraasal 1977
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa barang siapa rye@mguasai benda
bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarketentuan itu, maka
pegadaian menganggap bahwa siapapun yang datapgglelaian dengan
membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah gaebaemilik
sebenarnya dari barang tersebut. Tetapi jika tegaduntutan kepada oleh
pemilik barang yang sebenarnya seperti yang terjgatla kasus PT.
Pegadaian Gurun Lawas Kota Padang, barang jamieesebut terbukti
barang hasil kejahatan maka nasabah yang menggadb&ang jaminan
tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidaeaciyrian pemberatan
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dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan depg#ma penjara selama
4 (empat) bulan yang terangkum dalam Petikan Patuséomor
119/PID.B/2012.PN.PDG. Kemudian terdakwa mengerkaali uang
pinjaman hasil barang gadai kepada pihak Pegadfaanbarang jaminan
disita oleh penyidik sebagai barang bukti di pemsghn dan Putusan Hakim
barang jaminan tersebut dikembalikan kepada petvgiing sebenarnya.

Adapun pemilik barang jaminan yang sebenarnya yaemama
Rocky Nofri, sebagai pemilik benda gadai yang neerashilangan, dapat
menuntut kembali benda gadai miliknya yang telgadaikan oleh orang lain
ke pemegang gadai dengan memperhatikan batas vesttagaimana diatur
dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata yang menemtodgdawa :

“Namun demikian, siapa kehilangan atau kecuriamegesbarang, di dalam
jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari tglaya atau dicurinya barang
itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yarigngi atau dicuri itu
sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tanganayketemukan barangnya,
dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakainguntuk minta ganti
rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barandagi pula dengan tak
mengurangi ketentuan dalam Pasal 582"

Maka dapat disimpulkan bahwa pemilik baraegénaaj yang telah
kehilangan kekuasaan atas benda miliknya dapat vindikasikan atau
menuntut kembali barang miliknya dari pemegang gddam jangka waktu
tidak boleh kurang dari 3 (tiga) tahun sejak kefgkn atau dicurinya benda
miliknya.Pemilik barang €igenaaj untuk mendapatkan kembali barang
miliknya bisa menempuh dua cara, dengan cara ddammusyawarah atau
dengan menempuh prosedur hukum.

Berdasarkan Putusan Hakim yang terkait dengan fajaminan
perjanjian gadai yang digadaikan oleh terdakwa ysrgama Hendrik Azhar
dikembalikan kepada Pemilik barang sebenarnya kapaada kasus tersebut
terdakwa bernama Hendrik Azhar dinyatakan terbséhi melakukan tindak
pidana pencurian.

Permasalahan seperti kasus diatas dapat terjadndadrjanjian gadai
sehingga Dalam pemberian kredit gadai, ukurandtiaik tersebut menjadi
faktor penting dalam hal perjanjian gadai antatsalpiyang berhutang dan
yang berpiutang.

Pegadaian tidak mempermasalahkan mengenai asatgbadai,
karena barang yang digadaikan tidak harus dimiildh debitur sendiri,
barang milik orang lain pun dapat digadaikan, asalklilampirkan surat
kuasa dari pemilik barang. Maka siapa saja yangndgke Pegadaian dengan
membawa barang jaminan dianggap sebagai pemili&nsebya dari barang
jaminan tersebut. Ketentuan yang mengatur dalamirialerdapat dalam
Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkawdiah
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“ Terhadap benda bergerak yang tidak berupa burmapum piutang yang
harus dibayar kepada sipembawa, maka barang ssaganyenguasai diangap
sebagai pemiliknya”.

Hal ini sesuai dengan tedbpezit adalaheigendom “ menurut Pasal
1977 ayat (1pezitberlaku sebagai alas hak yang sempurna. Alas aa§ y
sempurna adalabigendom dengan demikiarbezit adalaheigendom Jadi,
siapa yang menguasai suatu benda bergerak untiryadisendiri adalah
eigenaar tidak menjadi soal bagaimana seseorang mempeseth®

Dalam menguasai benda gadai dikenal dengan adaexd (ak
menguasai atau kedudukan berkuasa), Secara yudtéatuan dalam Pasal
529 KUHPerdata merumuskan pengertibazit, sebagai berikut : yang
dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan segpgang menguasai
kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengaantaraan orang lain,
dan yang mempertahankan akan menikmatinya selaagoang memiliki
kebendaan itd*

Pada kasus ini, pemberi gadai menggadaikan sua@ndpauntuk
jaminan perjanjian gadai, tetapi barang yang digdi jaminan gadai
merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukam dendrik Azhar yang
berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 119/PID.B/ROLRDG bukan
pemilik barang sebenarnya, sehingga dalam hal irdjelim hakim
memutuskan bahwa barang jaminan yang digadaikam ldendrik Azhar
sebagai pemegang gadai dikembalikan kepada peivdlikng sebenarnya
yaitu Rocky Nofri karena hak menguasbéZi) seharusnya berada di tangan
pemilik barang sebenarnya sekaligus berhak untukkmeati barang tersebut
selaku pemilik barang jaminan tersebut.

Bezitdapat dibedakan menjadi dua macam, y&itu
1. Burgerlijk bezit
2. Natuurlijk bezit
Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 540R¢ettata, diketahui
dua cara orang memperoleh bezit atas sesuatu kedrengitd® :
1. MemperolehbezitsecaraDccupatio
2. Memperolelbezitsecararaditio

Sehingga menurut penulis ketika seseorang mengataamemiliki hak
bezitterhadap suatu barang atau objek tertentu, maemng tersebut telah
memperoleh hak milik atasigendomatas barang tersebut. Pada kasus ini,
pemeberi gadai menggadaikan barang jaminan terbelatti pemberi gadai
telah menguasai barang gadai dan memperoleh hék atals barang barang
gadai tersebut sesuai dengan Pasal 1977, dimamaraeg menguasai barang

30 http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.htdikkses, tanggal, 27 oktober 2012.
%! |bid, him 140
%2 bid, him 148
%3 Ibid, him 152
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jaminan dianggap sebagai pemilik barang terseblarmbaraktek, memang
sulit untuk mengetahui tentang kebenaran statwmagadai yang diserahkan
pada PT. Pegadaian, karena surat bukti kepemikkan identitas diri bisa
saja di palsukan oleh pihak-pihak yang tidak beygamg jawab.

E. Penutup

1.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bakeptian kepustakaan

maupun penelitian lapangan, maka penulis dapat imgaykan sebagai berikut :

1)

2)

Akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang dilakukleh PT.. Pegadaian
(persero) dengan pemberi gadai yang barang jambeaasal dari hasil

kejahatan yang dilakukan antara PT. Pegadaian efr€abang Gurun

Lawas Kota Padang dengan pemberi gadai adalah salahdari syarat sah
perjanjian tidak terpenuhi yaitu klausa yang hakthingga perjanjian gadai
tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Kedudukan hukum terhadap barang jaminan yang Hetasehasil kejahatan

yang terjadi di PT. Prgadaian (Persero) Cabang riGuawasKota Padang

berdasarkan Putusan Hakim Nomor 119/PID.B/2012.BS.Bahwa barang

jaminan yang digadaikan oleh pemberi gadai, dikdikdra kepada pemilik

barang yang sebenarnya, karena hak menguaesai) (seharusnya berada di
tangan pemilik barang sebenarnya sekaligus berhak unenikmati barang

tersebut selaku pemilik barang jaminan tersebut.

. Saran

1) Mengingat dalam prinsip perjanjian gadai yang textdalam Pasal 1977
KUHPerdata yang menentukan bahwa barang siapa weemguasai
barang jaminan tersebut saat membawa ke Pegadaiaggdp sebagai
pemilik barang tersebut, menurut penulis ketentdalam dalam Pasal
tersebut sangat lemah keberadaannya sehingga gullietentuan yang
tegas dan kuat tentang status dan kedudukan dpgk ghng di gadai
tersebut, karena menurut penulis ketentuan daralP@&ssebut telah
banyak mengakibatkan permasalahan terhadap panagadai.

2) Menghindari masuknya barang jaminan yang berasal ldgahatan,
sebaiknnya pihak Pegadaian hendaknya lebih bdrhati-dalam
penerimaan barang jaminan tersebut, sehingga pitegadaian tidak
dirugikan. Pegadaian harus menanyakan dan medeligan baik bukti
identitas diri dan bukti kepemilikan barang jamingang bisa berupa
kuitansi pembelian, STNK/BPKB dan lain-lain yangnitii sah.
Sebaiknya nasabah juga diminta untuk membuat peratyataan sebagai
pemilik barang yang dijadikan jaminan yang dibuditadapan Penaksir
atau Manager Cabang.
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